
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Mengingat

pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi

yang baik pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu dibentuk

Statuta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Agama ten tang Statuta Institut Agama Islam

Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

penyelenggaraanmewujudkanuntuka. bahwaMenimbang

MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

STATUTAINSTITUT AGAMAISLAM NEGERI SYAIKHABDURRAHMAN

SIDDIK BANGKABELITUNG



Pasall
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman

Siddik Bangka Belitung yang selanjutnya disebut

Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam
V

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA
INSTITUTAGAMAISLAMNEGERISYAIKHABDURRAHMAN
SIDDIKBANGKABELITUNG.

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman
Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama
Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka
Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1748);
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Menetapkan



negeridi bawah KementerianAgama.
2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan

Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan
peraturan dan prosedur operasional.

3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan
mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada

Institut.
4. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun

kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan
pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas
yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik
untuk dan atas nama PemimpinPerguruan Tinggi.

6. Dewan. Pertimbangan adalah badan nonstruktural
yang terdiri atas unsur pemerintah dan tokoh
masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan
saran dan pertimbangan di bidang nonakademik

kepada Rektor.
7. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada

lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik.

8. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan
dan pengelolaan informasi untuk mengukur
pencapaian hasil belajar peserta didik.

9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung
yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan,
akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi,dan/ atau seni.

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik.

11. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan
yang menyelenggarakanpendidikan ProgramMagister,

Program Doktor, dan/ atau Program Spesialis dalam
multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni.
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pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya
disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang
merupakan bagian dari kebijakan umum Institut dan
digunakan sebagai dasar dalam menetapkan
kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas

Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

13. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat
RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan
oleh Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta
berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja
berupa output dan/ atau outcome yang ingin
diwujudkan oleh Institut pada satu tahun tertentu.

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Negarasecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

15. Dekan adalah pemimpinFakultas yang berwenangdan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pendidikan.

16. Direktur adalah pemimpinPascasarjana pada Institut.
17. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab

penyelenggaraanProgramStudio
18. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada

Institut.

19. KepalaPusat adalah pemimpinpusat pada Institut.
20. KepalaUnit Pelaksana Teknisyang selanjutnya disebut

Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis
penunjang akademik pada Institut.

21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
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Tujuan Institut:

a. meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi
keagamaan;

b. meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi
keagamaan; dan

Pasal5

Pasal4
Misi Institut, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul
dalam penguasaan ilmu pengetauan dan teknologi, religius
dalam bersikap, dan profesionaldalam bertindak.

Pasa13
VisiInstitut, yaitu unggul, religius, dan profesional.

Pasal2
Institut berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.

22. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang
pendidikan tinggi.

23. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan
dengan tanda kelulusan yang sah.

24. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas Dosendan Mahasiswa.

25. Tenaga Kependidikanadalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama
menunjang penyelenggaraanpendidikan tinggi.

26. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga
KependidikanInstitut.

27. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik

Indonesia.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.
29. Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya

disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan

kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan
Islam pada Kementerian.
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Pasal7
(1) Perguruan tinggi keagarnaan negeri dalam Statuta ini

bernama Institut Agama Islam Negeri Syaikh
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung disingkat lAIN
SASBangka Belitung.

(2) Institut berkedudukan di Kabupaten Bangka, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Institut berdiri pada tanggal 7 April 2018 bertepatan
dengan tanggal 21 Rajab 1439 H berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang
lnstitut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman
Siddik Bangka Belitung.

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

BABII

IDENTITAS

Strategi Institut:
a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang

inovatif dan berbasis teknologi informasi;
b. menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan

c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
yang inovatif dan kompetitif.

Pasal6

c. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berbasis moderasi beragama.
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(2) LambangInstitut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur-un sur dan geometris visual yang
memilikipengertian:

a. kubah berwama hijau (kode gradasi #336633)
mencerminkan tujuan Institut menyelenggarakan
pendidikan keislaman yang harus dijunjung tinggi
yang melindungimartabat umat;

b. piramida berwarna coklat (kodegradasi #B8860B)
melambangkan piramida keilmuan yang
dikembangkan di Institut yaitu unggul, religius,

dan profesional;
c. kitab terbuka berwarna hijau (kode gradasi

#336633) melambangkan sumber ilmu
pengetahuan;

d. tulisan lAIN berwarna hijau (kode gradasi
#336633) dan SYAIKHABDURRAHMANSIDDIK
BANGKABELITUNGberwana hijau (kode gradasi
#999966) menunjukkan nama Institut yang
berada di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

Pasa18
(1) Institut memiliki lambang sebagaimana tercantum di

bawah ini:

-7-

Bagian Kedua

Lambang
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(1) Mars Institut:
Pasal9

Bagian Ketiga
Mars dan Himne

- 8 -



--- -_ ..... ----------------------

(I) Bendera Institut:
a. berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya

2/3 (dua pertiga)dari panjangnya;
b. berwarna dasar putih (kode gradasi #FFFFFF)

melambangkan kesucian jiwa, kedamaian, dan

kejernihan berpikir;
c. di bagian tengah bendera Institut terdapat

lambangInstitut; dan
d. di bawah lambang bertuliskan lAIN Syaikh

Abdurrahman SiddikBangka Belitung.

PasallO

BagianKeempat
Bendera
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(2) HymneInstitut:
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Pasal 11

(1) Busana akademik pada Institut terdiri atas:

a. toga jabatan;

b. toga wisudawan; dan

c. jas almamater.

(2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan anggota

Senat.

Bagian Kelima

Busana Akademik

kesinambungan dan harapan masa depan;

2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

berwarna hitam (kode gradasi #111111),

melambangkan kekuatan dan keteguhan

mencapai prestasi;

3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam

berwarna coklat (kode gradasi #964BOO),

melambangkan ajakan kepada kebenaran

dan tetap membumi; dan

4. Pascasarjana berwarna emas (kode gradasi

#FFD700), melambangkan kejayaan dengan

pencapaian prestisius.

c. di bagian tengah bendera Fakultas dan

Pascasarjana terdapat lambang Institut; dan

d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama

Fakultas dan Pascasarjana.

Tarbiyah berwarna hijau (kode

#OOEEOO), melambangkangradasi

(2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana:

a. bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk

empat persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua

pertiga) dari panjangnya;

b. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta

maknanya:

1. Fakultas
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e. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi
kain dengan kombinasi tapis, warna kain biru
(kode gradasi #000066) untuk toga Rektor dan
Wakil Rektor, kuning (kode gradasi #FFCC33)
untuk toga Profesor,dan untuk toga jabatan lain
disesuaikan dengan warna bendera masing­
masingFakultas dan Paseasarjana.

(5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan
kalungjabatan:
a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat

dari kain berwarna hitam (kodegradasi #000000),
berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 em
(dua puluh sentimeter);

b. di tengah toga jabatan terdapat kuncir lilitan
benang berwarna sesuai dengan leher/ garis
pembuka toga sesuai dengan warna bendera
Institut, Fakultas, dan Pascasarjana;

c. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga
jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut
terbuat dari logam tipis berwarna kuning (kode
gradasi #FFCC33);

d. kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan
Direktur dikenakan di atas toga jabatan,
berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat
dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi
#COCOCO)tetapi dalam ukuran yang lebih kecil;
dan

melebarke arah pergelangantangan;
b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan

berwama biru (kode gradasi #OOOOFF)selebar
kurang lebih 12em (dua belas sentimeter);

(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan pada upaeara akademik.

(4) Togajabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2):
a. terbuat dari kain polos berwama hitam (kode

gradasi #111111), berukuran besar sampai ke
bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang

- 11 -
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e. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar

10 em (sepuluh sentimeter) berwarna sesuai

dengan bendera Fakultas, kedua ujung pita

kalung jabatan dipertemukan dengan lambang

Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis

gans tengah 10 em (sepuluh sentimeter)

berwarna kuning (kode gradasi #FFCC33).

(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan jubah yang dikenakan pada

upaeara wisuda oleh para wisudawan.

(7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam

(kode gradasi #11111), ukuran besar, dan panjang

sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata,

ada lipatan (flooi) pada lengan atas dan punggung
toga, dan leher toga wisudawan berbeda antar
Fakultas dan Paseasarjana.

(8) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi
wisudawanyang bentuk, ukuran, dan warnanya sama
dengan topi jabatan, dan terdapat hiasan kuncir
wisudawan sesuai dengan wama Fakultas dan

Paseasarjana.
(9) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e berwarna biru (kode gradasi #000080) dan

pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang
Institut.
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perundang­
etika dan

sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan, serta dilandasi oleh
normaJkaidah keilmuan.

Pasal12
(1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomikeilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika
pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung
jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)merupakan wewenangProfesordanZatau
Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan otonomi Sivitas Akademikapada suatu
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
menemukan, mengembangkan, mengungkapkan,
darr/atau mempertahankan kebenaran ilmiah
menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya
akademik.

(5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin
agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik
dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab

Paragraf 1
KebebasanAkademik,KebebasanMimbarAkademik,

dan OtonomiKeilmuan

BagianKesatu
Pendidikan

BABIII
PENYELENGGARAANTRIDHARMAPERGURUANTINGGI
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Pasal15

(1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru

jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara

nasional.

(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan

Mahasiswa dengan pola mandiri dan atau yang lain.

(3) Institut melakukan penerirnaan Mahasiswa baru

jenjang Pascasarjana secara mandiri.

(4) Penerimaan Mahasiswa bam jenjang Pascasarjana

dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu)

tahun akademik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal14

Institut menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa

untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara

objektif, transparan, akuntabel, kualitas calon Mahasiswa,

dan pemerataan pendidikan.

Pasal13

(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik

Indonesia dan juga warga negara asing yang

memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf2

Penerimaan Mahasiswa
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Pasal18

(1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Paragraf 5

Kompetensi Lulusan

Pasal17

(1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan

Bahasa Indonesia.

(2) Selain Bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa

asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

(5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan

semester genap yang masing-masing terdiri atas 16

(enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Pasal 16

perkuliahan menerapkan sistem

yang bobot pelaksanaannya

Penyelenggaraan

kredit semester

(1)

Paragraf 3

Sistem Perkuliahan
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tahun

dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap

muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

(3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut,

Fakultas, dan Pascasarjana.

(4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan

akademik yang ditetapkan oleh Rektor.



Pasa121

(1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Institut mengeluarkan surat keterangan pendamping

.ijazah.

Pasal20

(1) Institut memberikan Gelar Akademik kepada lulusan

sesuai dengan Program Studi yang diikutinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan dalam ijazah.

Paragraf7

Gelar, Ijazah , dan Penghargaan

Pasal 19

(1) Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan

hasil belajar Mahasiswa.

(2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian,

pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan

Dosen dan/ atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan

bidang studi/ mata kuliah,

(3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan,

sikap, dan keterampilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf6

Penilaian Pembelajaran

(2) Kompetensi lulu san sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
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Pasa124

(1) Organisasi Institut terdiri atas:
a. Rektor;
b. Senat;
c. Satuan PengawasanInternal; dan
d. DewanPertimbangan.

BagianKesatu
Umum

BABIV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal23
(1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedornan pada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BagianKedua
Penelitiandan Pengabdiankepada Masyarakat

Pasal22
(1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada

Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak
lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai
berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan
prestasi akademik dan/ atau nonakademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
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Pasa127
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 25

mempunyaitugas dan kewajibansebagai berikut:
a. menyiapkanRIPInstitut;
b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang

manajemen organisasi, akademik,
kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana
prasarana, dan keuangan sesuai dengan
keten~uanperaturan perundang-undangan;

Pasal26
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

bertanggungjawab kepadaMenteri.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat

dan diberhentikanolehMenteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan

pemberhentian Rektor diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasa125
Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf a merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada
Institut.

(2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan
kewenanganmasing-masing.

(3) Hubungan antarorganisasi Institut dilandasi oleh
semangat profesionaldan kekeluargaan.

(4) Tugas dan fungsi organisasi Institut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri.

- 18 -
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Pasa128
(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut,

Rektor dibantu oleh 3 (tiga)WakilRektor.
(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan
Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan
berturut-turut.

(4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing
WakilRektor terdiri atas bidang:

a. Akademikdan PengembanganKelembagaan;
b. Adrninistrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan;dan

umumnya;
g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/

atau penutupan Fakultas dan Program Studi yang
dipandang perlu atas persetujuan Senat kepada
Menteri;dan

h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan
keuangan Institut kepada Menteri.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
berwenang untuk dan atas nama Menteri:
a. mewakiliInstitut di dalam dan di luar pengadilan;
b. melakukan kerja sarna; dan
c. memberikan gelar Doktor Kehormatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. mengelolapendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;

d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di
bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. melaksanakan fungsi manajemen Institut;
f. membina dan mengembangkan hubungan baik

Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada
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Pasal30

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Rektor rnembentuk panitia penjaringan calon

Wakil Rektor;

b. panitia penjaringan menjaring calon Wakil Rektor

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 29; dan

c. panitia penjaringan mengajukan calon Wakil

Rektor yang rnemenuhi syarat kepada Rektor

untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

perundang-undangan;

h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

1. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil

Rektor secara tertulis; dan

J. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sarna

dengan Rektor.

peraturanketentuansedang sesuai dengan

Pasa129

Persyaratan calon Wakil Rektor:

a. Dosen tetap;

b. beragama Islam;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

d. lulu san program Doktor dengan jabatan fungsional

paling rendah Lektor Kepala;

e. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;

f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter

pemerintah;

g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan

Pengangkatan Wakil Rektor

c. Kemahasiswaan dan Kerja Sarna.
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Pasa132

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;

b. rnengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan lain;

d. tidak dapat bekerja sarna dengan Rektor;

e. sakit jasrnani dan Iatau rohani secara permanen;

f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;

g. dipidana penjara;

h. cuti di luar tanggungan negara; atau

1. rneninggal dunia.

Paragraf 3

Pernberhentian Wakil Rektor

Pasa131

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1)dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang

diselenggarakan pernerintah rnaupun rnasyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun

daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/ daerah

rnaupun swasta; dan

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi

dengan partai politik.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

(2) Pengangkatan WakH Rektor sebagairnana dirnaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2

(dua] bulan setelah pelantikan Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai panitia sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Rektor.
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Pasa134

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang

menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan

pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Profesor;

b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur

sebagai anggota ex-officio; dan
c. WakilDosenbukan Profesordari setiap Fakultas

dan Pascasarjana.
(3) KeanggotaanSenat dari WakilDosen bukan Profesor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas
atau Pascasarjana dan tidak sedang mendapat tugas
tambahan serta tidak dalam tugas belajar atau izin
belajar.

(4) Usulan oleh Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1

(satu) orang dari setiap Fakultas dan
Pascasarjana;

b. jika Fakultas dan Pascasarjana memilikiDosen
lebih dari 15 (limabelas) orang, diwakili oleh 2
(dua)oranganggotaSenat; dan

Bagian Ketiga

Senat

Pasal33

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap

akhir tahun kepada Menteri.

- 22 -
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Pasa135
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
memilikitugas:
a. memberikanpertimbangan kualitatif calon Rektor;
b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan

fungsional Dosenke LektorKepaladan Profesor;
C. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama

dalamjabatan akademikDosen;
d. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta

mengawasipenerapannya;

e. memberikan pertimbanganjmasukan kepada Rektor
dalam menyusun danj atau mengubah RIP Institut
atau rencana kerja anggaran dalarn bidang akademik;

c. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 30 (tiga
puluh) orang, diwakilipaling banyak oleh 3 (tiga)
orang.

(5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. lulusan program Doktor dengan jabatan

fungsional paling rendah Lektor atau program
Magister yang telah menduduki jabatan
fungsionalpaling rendah Lektor;

b. telah memiliki pengalaman mengajar paling
singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan

c. memilikikomitmendan integritas.
(6) Masa bakti anggota Senat mengikuti masa jabatan

Rektordan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

(7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin
oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang
Sekretaris.

(8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7)bukan dijabat oleh anggota ex-officio.

(9) Dalarn melaksanakan tugas Senat dapat membentuk
kornisi-komisi, wewenang, tata kerja, dan susunan
anggotanyaditetapkan oleh Senat.
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Pasal37

(1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (2) terdiri atas sidang Senat terbuka dan sidang

Senat tertutup.

(2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda,

milad, pengukuhan Profesor, dan penganugerahan

gelar Doktor Kehormatan.

(3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian

pertimbangan kualitatif calon Rektor, pembahasan

kenaikan jabatan fungsional, dan mutasi Dosen.

(4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan

sesuai dengan tradisi akademik.

(5) Dalam hal Ketua Senat berhaIangan, ketua sidang

dipilih dari salah satu anggota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang Senat

ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Pasa136

(1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (8)dipilih dari dan oleh anggota.

(2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan

menetapkan hasil keputusan sidang.

f. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan

pembukaan, penggabungan, atau penutupan

Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi;

g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam RIP

Institut; dan

h. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan

mutu pendidikan.
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Pasa139
(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan badan
nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian
saran dan pertimbangan di bidang nonakademik
kepada Rektor.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota.

(3) DewanPertimbanganpalingbanyak berjumlah 5 (lima)
orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh
masyarakat dalamjumlah gasal.

(4) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dipilih dari dan

Pasal38
(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur
pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan
nonakademikuntuk dan atas nama Rektor.

(2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan
dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan

diberhentikan olehRektor.
(3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan

PengawasanInternal mengikutimasa jabatan Rektor.
(4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2
(dua)kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan
Internal ditetapkan denganKeputusan Rektor.

BagianKeempat
Satuan PengawasanInternal

BagianKelima
DewanPertimbangan
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Pasal41
(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada kemampuan

calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas
di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian

Paragraf 1
Dekan dan WakilDekan

Pasal40

(1) Perangkat Rektormeliputiunsur pelaksana:
a. akademik terdiri atas Fakultas, Pascasarjana,

ProgramStudi, Lembaga,Pusat, dan Unit;
b. administrasi terdiri atas biro, bagian, dan sub

bagian; dan
c. pelayanan umum.

(2) Perangkat Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk:
a. Fakultas dipimpinolehDekan;
b. Pascasarjana dipimpinolehDirektur;
c. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program

Studi;
d. LembagadipimpinolehKetua Lembaga;
e. Pusat dipimpinoleh KepalaPusat; dan
f. Unit dipimpinolehKepalaUnit.

Bagian Keenam
Perangkat Rektor

oleh para anggota.
(5) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(6) Masa bakti Dewan Pertimbangan mengikuti masa

bakti jabatan Rektor.
(7) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun.
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Pasa144
Persyaratan calonWakilDekan:

Pasal43
(1) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh Wakil

Dekan.
(2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikanoleh Rektor.
(3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan

Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan
berturut-turut.

pengadilanyangmemilikikekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan

secara tertulis; dan

1. menyerahkan pemyataan kesediaan bekerja sarna
dengan Rektor.

peraturanketentuansedang sesuai dengan
perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan

Persyaratan calonDekan:
a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi60 (enampuluh) tahun;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional

paling rendah LektorKepala;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter

pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

Pasal42

kepada masyarakat.
(3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor,

dan dapat diangkat kernbali dengan ketentuan tidak
boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut­
turut.
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Pasal47
Persyaratan calon Direktur:
a. Dosen tetap;

Pasa146
(1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan

diberhentikan olehRektor.
(2) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti

masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali
masa jabatan berturut-turut.

Paragraf2
Direktur dan WakilDirektur

Pasal45
Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi60 (enampuluh) tahun;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional

paling rendah Lektor atau lulusan program Magister
dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor

Kepala;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter

pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yangmemilikikekuatan hukum tetap;

h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil
Dekan secara tertulis; dan

1. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sarna
dengan Rektor.
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Pasal48
Persyaratan calonWakilDirektur:
a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi60 (enampuluh) tahun;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional

Lektor;

e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilanyang memilikikekuatan hukum tetap;

h. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi
WakilDirektur secara tertulis; dan

1. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama
dengan Rektor.

b. beragama Islam;
c. berusia palingtinggi60 (enampuluh) tahun;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional

Lektor Kepala atau lulusan program Doktor dengan
jabatan fungsional Profesor, jika memiliki program
Doktor;

e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilanyangmemilikikekuatan hukum tetap;

h. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi
Direktur secara tertulis; dan

1. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama
dengan Rektor.
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perundang-undangan;
h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan

pengadilanyangmemilikikekuatan hukum tetap;
1. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi

Ketua ProgramStudi secara tertulis; dan
J. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sarna

dengan Rektor.

Pasa150
Persyaratan calonKetuaProgramStudi:
a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;

c. berusia paling tinggi60 (enampuluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program Magister jabatan

fungsional Lektor untuk program Sarjana dan paling
rendah lulusan program Doktor dengan jabatan
fungsionalpaling rendah Lektoruntuk Pascasarjana;

e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Program
Studi terkait;

f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;

g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
peraturanketentuansedang sesuai dengan

Pasa149
(1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan

diberhentikan olehRektor..

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi
mengikutimasa jabatan Rektor.

(3) Ketua dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2
(dua)kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan
pemberhentian Sekretaris Program Studi ditetapkan
dengan KeputusanRektor.

Paragraf3
Ketuadan Sekretaris ProgramStudi
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perundang-undangan;
g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yangmemilikikekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua

Lembagasecara tertulis; dan
i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama

dengan Rektor.

Pasal52
Persyaratan calon KetuaLembaga:
a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi60 (enampuluh) tahun;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional

paling rendah Lektor;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter

pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

peraturanketentuansesuai dengansedang

Pasal51

(I) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan
diberhentikan olehRektor.

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga
mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2
(dua)kali masa jabatan berturut-turut.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan
pemberhentian Sekretaris Lembagaditetapkan dengan
Keputusan Rektor.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Lembaga
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Pasal55
(1) KepalaUPTdiangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan

Paragraf 6
KepalaUnit PelaksanaTeknis

Pasa154
Persyaratan calon KepalaPusat:
a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;

c. berusia palingtinggi60 (enarnpuluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program Magister dengan

jabatan fungsionalpaling rendah Lektor;

e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana . berdasarkan putusan
pengadilanyang rnernilikikekuatan hukum tetap;

h. rnencalonkan diri atau dicalonkan rnenjadi Kepala

Pusat secara tertulis;
1. rnemiliki kemampuan rnanajerial dan kompetensi

keahlian bidangyang dipimpinnya;dan
J. rnenyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama

dengan Rektor.

Pasa153
(1) KepalaPusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti rnasa jabatan

Rektor dan dapat diangkat kernbali dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali rnasa jabatan
berturut-turut.

Paragraf 5
KepalaPusat
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Pasa157
(1) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil

Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga,

Paragraf7

Pengangkatan Pelaksana Akademik

perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang memilikikekuatan hukum tetap;
J. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi KepalaUPT

secara tertulis;
k. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi

keahlian bidang yang dipimpinnya; dan
1. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sarna

dengan Rektor.

peraturanketentuandengansesuaisedang

Pasal56

Persyaratan calon Kepala UPT:

a. Dosen tetap atau Tenaga Kependidikan tetap;

b. beragama Islam;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon

dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi

calon dari un sur Tenaga Kependidikan;

d. paling rendah lulu san program Magister atau lulusan

program Sarjana dengan pengalaman kerja paling

singkat 3 (tiga) tahun;

e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau

pangkat/golongan ruang III/d;

f. memilikipengalaman keahlian di bidangnya;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter

pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan

tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan

berturut-turut.
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Pasa158

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang

diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun

daerah;

Paragraf 8

Rangkap Jabatan

Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Rektor membentuk panitia penjaringan calon

Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur,

Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala

Pusat, dan Kepala UPT;

b. panitia penjarmgan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a menyaring calon Dekan, Direktur,

Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program

Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala

UPTyang telah memenuhi syarat; dan

c. panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a mengajukan calon Dekan, Direktur, Wakil

Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi,

Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT

kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan

sebagai Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil

Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga,

Kepala Pusat, dan Kepala UPT.

(2) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil

Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga,

Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2

(dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penjaringan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Rektor.
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Pasal60
(1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil

Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua
Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan
Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan
Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor
dapat menunjuk penggantisebagaipelaksana harian.

(2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil

Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua

Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan
Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan
Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti
sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor

Paragraf 10
PengangkatanPejabatAntarwaktu

Pasal 59
Pejabat pelaksana akademikdiberhentikan dari jabatannya
karena:
a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. diangkat dalamjabatan lain;
d. sakit jasmani dan/ atau rohani terus menerus;
e. tidak dapat bekerja sarna dengan Rektor;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;

h. cuti di luar tanggungannegara; atau
1. meninggaldunia.

Paragraf9
PemberhentianPelaksanaAkademik

c. pejabat pada badan usaha milik negaraj'daerah
maupun swasta; dan

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi
dengan partai politik.
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Pasal62
(1) Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS

dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan
Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan
dalam suatu rencana pengembangan sumber daya

manusia.
(2) Rekruitmen Dosen dilaksanakan oleh Institut

berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana
pengembangansumber daya manusia.

Pasal61
(1) Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan.
(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:
a. Dosentetap PNS;
b. Dosendenganperjanjiankerja;

c. Dosentetap bukan PNS;dan
d. DosentidakTetap.

(3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)terdiri atas:
a. TenagaKependidikanPNS;
b. TenagaKependidikanPegawaiPemerintahdengan

PerjanjianKerja;dan
c. TenagaKependidikantidak Tetap.

(4) Gaji Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BagianKetujuh
Ketenagaan

menetapkan pelaksana tugas.
(3) Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah pejabat sebelumnyaberhalangan tetap.
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Pasa164
(1) MahasiswaInstitut memilikihak:

a. memperolehpendidikanyang berkualitas;

b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan
untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler;

c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan
mendapatkan dukungan sarana dan prasarana
serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi

kemahasiswaan tersebut; dan
d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya

pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Mahasiswamempunyaikewajiban:
a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin

penyelenggaraan proses dan keberhasilan

BagianKesembilan
Mahasiswa

Pasa163
(1) Konsorsiumkeilmuan terdiri atas Dosen.
(2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
(3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat

ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Rektor.

BagianKedelapan
KonsorsiumKeilmuan

(3) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan
Tenaga Kependidikan PNS dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenaikepegawaian.
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menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan
fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan
prinsip Institut.

(6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta

dana untuk mendukung kegiatan organisasi
kemahasiswaan.

Institut sebagaimana
(4) berkewajiban

kemahasiswaan
pada ayat

(5) Organisasi
dimaksud

Pasa165
(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan

kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk
memperkaya kompetensi lulusan Institut.

(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai
penunjang kompetensi lulusan Institut.

(4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui orgamsasi kemahasiswaan

Institut.

kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
Institut; dan

d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana
yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan
kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

c. biaya penyelenggaraan
yang dibebaskan daripendidikan, kecuali

pendidikan;
b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang

ditetapkan Institut;
ikut menanggung
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Pasal66
(1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam

upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.

(2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat
Institut, Fakultas, dan Pascasarjana.

(3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang
menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh
Alumnidalam suatu musyawarahAlumni.

(4) Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh
Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Program

Studi oleh Ketua Program Studi, atau semua tingkat
dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang
dihasilkan olehmusyawarahAlumni.

(5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat
kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi
dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan
emosional antara Alumni dengan Institut sebagai
almamaternya.

(6) Pendirian ikatan Alumnidimaksudkan untuk:
a. mempererat dan membina kekeluargaan antar

Alumni;
b. membantu peningkatan peranan almamater

dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c. menjalankan usaha dan aktif memberikan

bantuan untuk pencapaian tujuan almamater,
dan untuk kemajuan serta kesejahteraan
Mahasiswadan Alumni;

BagianKesepuluh
Alumni

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler
dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
ditetapkan dengan KeputusanRektor.
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Pasa167
(1) Orang tue./wali Mahasiswa dapat membentuk

persatuan orang tua/wali Mahasiswa.
(2) Persatuan orang tua/wali Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat
Fakultas dan/ atau tingkat Institut.

(3) Persatuan orang tua./waliMahasiswadibentuk dengan
tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu

dan daya saing lulusan.
(4) Hubungan kerja persatuan orang tua/wali Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan
lain yang menyangkut organisasi persatuan orang
tua/wali Mahasiswa disusun sendiri oleh orang
tua/wali Mahasiswadalam suatu musyawarah orang
tua/ waliMahasiswa.

(5) Kepengurusan persatuan orang tua/wali Mahasiswa
tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan pada
tingkat Institut disahkan olehRektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persatuan orang
tua/wali Mahasiswasebagaimanadimaksud pada ayat
(1) ditetapkan denganKeputusanRektor.

BagianKesebelas
Persatuan OrangTua/Wali Mahasiswa

d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk
pengembangan dan penerapan keahlian bagi
kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan
almamater;dan

e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik
almamater.

(7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tunduk pada ketentuan Institut.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
denganKeputusanRektor.
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Pasal68

(1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan

sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku

kepentingan.

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut

bertujuan untuk memenuhi dan/ atau melampaui

Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu

mengembangkan mutu pendidikan yang

berkelanjutan.

(3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun

standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan

dengan Keputusan Rektor.

(4) Institut menyampaikan data dan informasi

penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau

lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data

pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) dilakukan secara:

a. internal; dan

b. eksternal.

(6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

dilakukan oleh Institut.

(7) Penjaminan mutu pendidikan eksternal sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga

akreditasi mandiri lain yang diberi kewenangan oleh

Menteri atau lembaga asesmenJakreditasi lain pada

tingkat regional maupun internasional.

8agian Kesatu

Umum

BABV

SISTEMPENJAMINANMUTUINTERNAL
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Pasa170
(1) Setiap pimpinan unit kerja pada Institut dalam

melaksanakan tugasnya wajib:
a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasidengan unit kerja pada Institut;
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

Kernenterian;

BABVI
TATA KELOLA

Pasal69
(1) Pengawasanterhadap penerapan norma dan ketentuan

akademikdi Institut dilakukan olehSenat.
(2) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi

kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas
kegiatan akademikInstitut.

(3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh LembagaPenjaminan

Mutu.
(4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar dan
ProgramStudi pada semuajenjang.

BagianKedua
PengawasanAkademik

BagianKesatu
Tata Kerja

(8) Hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan oleh
Menteri.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
penjaminan mutu secara internal dan eksternal
sebagaimana dimakud pada ayat (6) dan ayat (7)
ditetapkan denganKeputusanMenteri.
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Pasal72
(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip

manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan
tinggiyang baik.

(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus,

akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan
mengikutiketentuan peraturan perundang-undangan.

BagianKedua
PrinsipManajemendan Akuntabilitas

Pasal71
Dekan, Direktur, KetuaLembaga,KepalaPusat, dan Kepala
UPTmenyampaikanlaporan kepada Rektor secara berkala.

c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangansupaya mengambillangkah­
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing;

e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan
koordinasi dengan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan unit kerja pada Institut yang
menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di
bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan
laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangannya.
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Pasal 75

(1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk

memberikan pelayanan teknis dan administratif

kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip

efektivitas, efisiensi, dan akurasi.

(2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada

Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan unit

terkait lainnya.

Pasal 74

(1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada

Institut.

(2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan

standar kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Rektor.

8agian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 73

(1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan

RIP Institut.

(2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit

kerja pada Institut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen

berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Rektor.
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Pasa178
(1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui

Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode

Paragraf2
Pembukaan ProgramStudi

Pasal 77
(1) Kurikulum setiap Program Studi pada Institut

dikembangkan oleh Program Studi berdasarkan
standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka

kualifikasinasional Indonesia.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkandan dilaksanakan berdasarkan capaian
pembe1ajaransebagaiberikut:
a. sikap;
b. pengetahuan;
c. ketrampilan; dan
d. manajerial.

(3) Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 1
PengembanganKurikulum

BagianKelima
Kurikulum

Pasa176
(1) Standar pelayanan Institut berdasarkan standar

pelayanan publik dengan mempertimbangkankualitas,
pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk
mendapatkan pelayanan.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan denganKeputusan Rektor.

8agian Keempat
Standar Pelayanan
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Pasa179
(1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studt

keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
a. Dekan dan/ atau Direktur membentuk tim untuk

mengkaji kemungkinan pembukaan Program
Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan
DirekturJenderal;

b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi
baru berupa naskah akademik tentang usulan
pembukaan Program Studi baru yang diajukan
kepada DekandanIatau Direktur;

c. Dekan dan/ atau Direktur mengajukan usulan
pembukaan ProgramStudi kepada Rektor;

d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada
Menterisetelah mendapat persetujuan Senat; dan

e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan
olehMenteri setelah memenuhi kriteria akreditasi
yang ditetapkan oleh hadan akreditasi nasional
perguruan tinggi.

(2) Program Studi yang sudah mendapat izm

penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah
mendapat pertimhangan Senat untuk se1anjutnya
dilaporkankepada Menteri.

(3) PenyelenggaraanProgram Studi dapat dilakukan oleh
Rektor selama masa akreditasi belum herakhir dan
pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih
diselenggarakansecara rutin.

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputiprogramSarjana dan Pascasarjana.
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Pasal82
(1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik

kampus.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan
akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap,
berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam
maupun di luar kampus.

(3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai kode etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan sanksi
pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah
memperhatikanpertimbanganSenat.

BAB VII

KODE ETIK

Pasa181
(1) Laboratoriumdiselenggarakanoleh Fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laboratorium

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Rektor.

Paragraf4
Laboratorium

Pasal80
(1) Institut dapat mengembangkanFakultas dan Program

Studi sesuai dengan bidang ilmu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf3
PengembanganFakultas dan ProgramStudi
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Pasal84

Organ Institut secara bersama-sama menyusun Rencana
Strategis dengan mengacu kepada Rencana Strategis
Kementerian.

BABIX

PERENCANAAN

Pasal83

(1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat
membentukkeputusan.

(2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk
nota kesepahaman.

(3) Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk
perjanjiankerja sama.

(4) Pembentukan perjanjian kerja sarna sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)harus diketahui oleh Rektor.

(5) Tata cara pembentukan keputusan, nota
kesepahaman, dan perjanjian kerja sarna
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN

HUKUM LAIN
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Pasal86
Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasa185
(1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib,

wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel,
transparan, dan bertanggungjawab.

(2) Pengelolaankeuangan Institut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip­
prinsip pengendalian internal yang baik.

(3) Pengelolaankeuangan Institut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses
penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan
Tinggi.

Paragraf 1
Umum

BagianKesatu
Pendanaan

BABX

PENDANAAN,PENDAPATAN,

PENGADAAN BARANGjJASA, DAN KEKAYAAN



Pasal89
(1) Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan

diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan
pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan
darr/atau perbaikan dalam rencana anggaran
tahunan, Rektor harus menyusunnya dalam waktu
sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur
Jenderal diterima.

(3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan
Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
tertuang dalam rencana anggaran tahunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan
dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal.

Pasa188
RKTdisusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi
rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang
memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai
anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin
dicapai dengan berpedoman pada Rencana Strategis
Kementerian yang telah ditetapkan dan kerangka
pembangunan jangka menengah.

Pasal87
Periodeanggaran Institut terhitung mulai tanggal 1Januari
sampai dengan tanggal31Desember.

Paragraf2
Perencanaan dan Penganggaran
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Pasa192
(1) Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91 ayat (2)meliputi:
a. merencanakan penerimaandan pengeluaran kas;

Pasa191
(1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran

Institut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam
pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel,
dan transparan.

(3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu pengelola
keuangan Institut wajib menatausahakan dan
mempertanggungjawabkansesuai dengan kebutuhan
Institut berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Paragraf3
Pelaksanaan

Pasal90
(1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen

pelaksanaan anggaran selamatahun berjalan.
(2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila terdapat:

a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
b. perubahan target kinerja;darr/ntau
c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran

pendapatan dan belanja negara perubahan.
(3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
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Pasal94
(1) Sistemakuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan

laporan keuangan Institut yang dilaksanakan
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan,

(2) Sistemakuntansi Institut sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) meliputisistem akuntansi:
a. keuangan;
b. barang;

Pasa193
(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening

Institut untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara
dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui
rekeningInstitut.

(2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus
dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk
pajak yang terkait denganpenerimaan tersebut.

anggaran dalam rangka penyusunan laporan
keuangan.

(2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan
Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

pelaksanaan

b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang
sah;

c. menyimpankas dan mengelolarekeningbank;

d. melakukanpembayaran;
e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang

dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang
telah ditetapkan dalam dokumenanggaran;

f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;dan

g. melakukan pertanggungjawaban

- 52 -



Pasa197
(1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan

Pengawasan Internal.
(2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta

dilakukannya pemeriksaan khusus.

Pasal96
(1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara

terus menerus melalui;
a. pe1aksanaankegiatan yang efisiendan efektif;
b. keandalan pembukuan/ catatan dan laporan

keuangan;
c. pengamanan aset; dan
d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut

dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Rektor.
(3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus

oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik
dilaporkan kepada Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

_. - ._-- --- --- --- --- ---

Pasa195
(1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh

bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat
yangaman.

(2) Pejabat pembuat komitmen Institut menyimpan
seluruh bukti transaksi Institut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. pendapatan; dan
d. biaya.
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Pasa199
(1) Pemerintahmenyediakandana untuk penyelenggaraan

pendidikan tinggioleh Institu yang dialokasikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan
pendidikan tinggi oleh Institut dapat berasal dari
masyarakat.

BagianKedua
Pendapatan

nonakademik.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan aktivitasjlaporan operasional;
c. laporan perubahan ekuitas;
d. neraca; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur
pelaksana.

(4) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan
standar akuntansi pemerintahan.

danakademik

Pasal98
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan

Institut setiap tahun Rektor harus menyampaikan
laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri
atas:
a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan

PengawasInternal; dan
b. laporan kinerja kegiatan

Paragraf4
Pertanggungjawaban
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Pasa1102

(1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk

mencapai tujuan Institut.

(2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif,

efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

transparan.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana anggaran

pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Umum

danakuntabel,ekonomis,efisiensl,prinsip

Pasal 101

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan

Bagian Ketiga

PengadaanBarang/Jasa

Pasal100

Alokasi anggaran untuk program tridharma perguruan

tinggi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

sesuai dengan rencana anggaran tahunan yang diajukan

oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

masyarakat

(2) menjadi

dari

ayat

berasal

pada

Dana Institut yang

sebagaimana dimaksud

pendapatan Institut.

(4) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(3)
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Pasall05
(1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari

kekayaan Institut yang merupakan barang milik
negara.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaandan penatausahaan
barang miliknegara sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasall04
Semua kekayaan lnstitut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan
kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2
Tanah dan Bangunan

Pasall03
(1) KekayaanInstitut terdiriatas:

a. barang tak bergerak;
b. barang bergerak;dan
c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai

milikInstitut.
(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan
hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh
maupun sebagianolehInstitut.

(3) Pengelolaankekayaan Institut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip­
prinsip pengendalianinternal yang baik.
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Pasal 108
(1) Institut dapat melakukan kerja sama dalam bidang

akademik dan/ atau nonakadernik dengan pihak lain
baik dalarnmaupun luar negeri.

(2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses
dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan
pengabdiankepada masyarakat.

(3) Kerja sarna dengan pihak lain dilakukan atas dasar
saling rnenguntungkan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasall07
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan,
pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/ atau
menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan
dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)menjadibarang miliknegara.
(4) Institut dapat melakukan kerja sarna dengan pihak

lain untuk mengadakan darr/atau memanfaatkan
sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan
tridharma perguruan tinggi.

penyelenggaraanbertujuan. untuk menunjang
tridharma perguruan tinggi.

(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari

Pasal 106
(1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut

BABXI

SARANA DAN PRASARANA
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Pasal110
Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasall09
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2009 tentang Statuta
Sekolah TinggiAgama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman
Siddik Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BABXIII
KETENTUANPENUTUP

(4) Usulan kerja sarna sebagaimana dimaksud dapat
berasal dari Fakultas, Pascasarjana, Program Studi,
Lembaga,Pusat, dan UPT.

(5) Kerja sarna dalam bidang akadernik dan nonakademik
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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